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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 91 TAHUN 2013 
TENTANG 

TATA CARA PENILAIAN PRESTASI KERJA 
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan pembinaan Pegawai 
Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan 
adil yang lebih berorientasi pada sistem prestasi kerja, 
maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan 
tentang Tata Cara Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri 
Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3890); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang  
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010  Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12l, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5258); 

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125); 

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah 
terkahir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 
2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 90); 

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan PM 68 
Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 1113); 

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 
2012 tentang Jam Kerja dan Daftar Hadir Pegawai di 
Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 648); 

9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 
Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian 
Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33); 
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MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA 

CARA PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI 
SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. 

Pasal 1 
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian 
Perhubungan dilaksanakan sesuai dengan tata cara penilaian prestasi 
kerja pegawai negeri sipil Kementerian Perhubungan sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal 2 
Tata cara penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil di lingkungan 
Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 
digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja 
Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan. 

Pasal 3 
(1) Sekretaris Jenderal bertanggung jawab dalam pembinaan pelaksanaan 

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 
Kementerian Perhubungan. 

(2) Para pimpinan unit kerja secara berjenjang bertanggung jawab dalam 
pembinaan pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil 
di lingkungan unit kerja masing-masing. 

Pasal 4 
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

   
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 10 Desember 2013 
MENTERI PERHUBUNGAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

     
       E.E. MANGINDAAN 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 13 Desember 2013 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
AMIR SYAMSUDIN 
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